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' ANAN YANG MAHA ESA

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, tempat kediaman di KOTA PALU,

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXXX, tempat kediaman di
KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Pal,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 25 Agustus 2014 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu
Utara, xxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/47/VIII/2014
tanggal 26 Agustus 2014 ;
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dan Tergugat hidup rukun
keduanya bertempat tinggal

sulit didamaikan sejak bulan Juli 2015 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2015 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena :

6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat
6.2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak
Tergugat ;
6.3. Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat dan isteri pertama
Tergugat ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan Agustus 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 10
bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal
di Jalan H. Moh. Saleh No. 36, XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXX dan Tergugat bertempat tinggal di
KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH ;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 10
bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
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Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak
yang bernama :
3.1, xxxxxxxxx, lahir tanggal 12 September 2014 ;
3.2, xxxxxxxxX, lahir tanggal 19 September 2017 ; dengan tetap
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak
tersebut ;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER
:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono) ;
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Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :357/47/VIII/2014 tanggal 26
Agustus 2014 . yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXX XXXXX, XXXX XXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). ;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 31 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XXxXXXX XXXXX XXXXxX, bertempat tinggal di KOTA PALU, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
beriku:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adik kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan

suami isteri sah menikah tanggal 25 Agustus 2014 ;
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lahir 12 September 2014 dan

yang saat ini diasuh oleh

wa sejakd_F
f‘ﬁ-f u i aj¥at sering berselisih dan bertengkar
Te.f{éﬁ bertaggung jawab dalam membina rumah
tangga yangmengakiiatkan mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab awalnya Tergugat tidak memberikan nafkah
yang cukup karena Penggugat istri kedua dan Tergugat tidak berlaku
adil terhadap Penggugat dan istri pertama Tergugat, itulah awal
keretakan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 5 tahun 10 bulan terakhir ini tidak pernah bersama lagi,
Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun
tidakberhasil,
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang
penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah sulit untuk dirukunkan;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan XXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KOTA PALU, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi ibu kandung Penggugat ;
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gat setelah menikah tinggal

.Saleh, mereka hidup rukun

dlah dikaruniai dua orang anak

iberi ncMa xxxxxxxxlakir 1eptember 2014 dan XXXXXXXXX

T
ember 201 a
h - i r kondisi rumah tangga Penggugat
i n

W lag] klbat sering berselisih dan bertengkar

anggung jawab dalam membina rumah

i diasuh oleh Penggugat

tangga yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab awalnya Tergugat tidak memberikan nafkah
yang cukup karena Penggugat istri kedua dan Tergugat tidak berlaku
adil terhadap Penggugat dan istri pertama Tergugat, itulah awal
keretakan rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 5 tahun 10 bulan terakhir ini tidak pernah bersama lagi,
Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama,;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun
tidakberhasil;

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang
penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah ;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;
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diuraikan di ﬁms; o

?tuj Ian gugatan Penggugat adalah
)

Undang Nomor 7 Tahor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan
diputus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap

Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak
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isteri pertama Tergugat akhrnya
ampai sekarang, dan selama
tidak ada komunikasi apalagi

A suami-istri;

nah hadlr gan, namun karena perkara ini
“ﬁ&ﬂ gtap diwajibkan untuk membuktikan

alasan-alasSe ew *..ﬂ:"‘ engajukan alat-alat bukti yang cukup;
Menimbang va=PBAggugat telah mengajukan bukti P berupa

roignanc g nd®

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 25 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
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Tergugat tidak rukun lagi akibat sering berselisih dan bertengkar karena

Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga yang
mengakibatkan mereka sering cekcok;

- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat sebagai istri kedua dimana Tergugat tidak berlaku adil terhadap
Penggugat dengan istri pertamanya terutama masalah nafkah dan sejak
saat itu Penggugat danTergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun 10
bulan lamanya

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan
anaknya;;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak
berhasil karena Penggugat telah berketatapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun 10 bulan, dan
tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
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In, yang telah dirubah dengan
hn terwujudnya keluarga yang
sud Pasal 3 Kompilasi Hukum
ififlu, suami dan istri sudah tidak

asing-masing, yang mana untuk

pernikahan adalah dimaksudkan

.
untuk Mm&mb

melihat ' ' rﬁ%‘@gg"

tersebut di atas, Majelis-Hakifrberpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

uami maupun istri, tetapi dengan

ggugat dengan Tergugat sebagaimana

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi horma hukum
Islam yang terkandung dalam:. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346
sebagai berikut:
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putuse

masa iddah tidak boléf~rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 Penggugat bermohon agar anak yang
lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat bernama Xxxxxxxxr lahir
12 September 2014 dan xxxxxxxx lahir 19 September 2017 yang saat ini
berada dalam asuhan Penggugat tetap berada dalam asuhannya manakala
tejadi perceraian, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangan
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi: bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya,”;
Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang ini
untuk melindungi anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap harus
dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun

dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk
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an Pasal 2 huruf (b) Undang-
Perlindungan Anak, yang

identik dengan kepentingan

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat
dan minatnya;

¢. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggungjawabnya, maka kewajibannya dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut
kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu tidak memiliki
sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berprilaku buruk
atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka secara normative
penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal
105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: bahwa dalam hal
terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu Majelis
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan

memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di
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ang bernama xxxxxxxx lahir 12
19 September 2017 (laki-laki),
dfa anak yang belum berusia 12
h SAW yang artinya:” Barang
n anaknya, maka Allah SWT

-kekasihnya pada hari kiamat”,

cloam @) Cuaill slox (,JSJ;;D Sl osilo uaom-m wirl ol
Apgrl 1oy xSii pllo a s §2l cuil cdis (o as jiyeyl oMpRGI
Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA.Dari Rasulullah Saw.Seorang
perempuan menghadap kepada Rasulullah dan berkata:Bagi anakku
ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku menjadi
pelindungnya,dan susuku menjadi minumannya ,tiba-tiba ayahnya ingin
mengambilnya dari ku,,Maka Rasulullah bersabda engkau lebih
berhak terhadapnya selama engkau belum kawin. Almugni,lbnu
Qudamah Juz VIl h.300.
Begitupula hadis yang berbunyi
a9 2 lg glo wizmes 2Ll G, lals)
aiilioou gl
Artinya: Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak maka isteri berhak
dalam memeliharanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanga-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak
dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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A talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT)
terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );

4. Menetapkan anak yang bernama :

- xxxxxxxxlahir 12 September 2014 (laki-laki) ;
- XXXxxXxxxxxlahir 19 September 2017, (laki-laki) berada di
bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp520.000.- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar
sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.
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